BUPATI BANGKA BARAT
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 202f

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNOJA WA BAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT~ BANG KA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor | Tahun 2021 tcntang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja "Daerah
Tahun 2020;

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pemberitukan Provins] Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nornor 217, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pernbentukan Kabupatcn Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belilung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nornor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tencang
Perneriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 669, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahau Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)
sebagairnana  teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Unclang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pernerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 211, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang
Pcngelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umurn
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraluran Pernerintah Nornor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200:i Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5340);



10.

11.

12.

15.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 NomOl: 136, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Norncr 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
TentangSistem Inforrnasi Kcuangan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor /IO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155),

Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Instarisi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614 ),

Peraturan Pernerinrah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah  (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan
Lernbaran Republik Indonesia Negara Tahun 2010
Nornor 5165),

Peraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan clan
Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1.06,
Tarnbahan  Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5057);

Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menreri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia TahLUl 2020 Nomor
1781),

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan



Menetapkan

MEMU1'USKAN
PERATURAN  BUPATI BANGKA BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN 2020.
Pasal |
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas :
I.  Pendapatan
Uraian Anggaran Rcalisaai
a. Pendapatan Rp 75.781.823.857,35 Rp 64.304326.355,09
Asli Daerah
b Dana Rp 635.414.533.450,00 Rp 599.326.297. 108,00
Perim bangan
C. Lain-lain 173.381A893 19,15 Rp [63.688.934 37137
Pcndapatan
yang Sah
Jumlah Rp 884. 577 .846. 626, 50 Rp 827.3 19.557.834,'t6
2. Belanja
Oraian Anggaran Realisasi
A Bclanja Tidak
Langsung
a. Belanja Rp 317.250.000.000,00 Rp 305.258771274,00
Pegawai
b. Belanja Rp 36.845.151.839,00 Rp 36.264.574.617,00
Hibah
¢ Belanja Rp 252.595 000,00  Rp 117.368.000,00
Bantu an
Sosial
¢. Belanja Bagi Rp 2 6:12.213, 729,45 Rp 2.632.212.275,00
Hasil
e.  Belanja RP. 110.316.499.264,00 Rp 110.301.902.764,00
Bantuan
Keuangan
f. Belania Tidak Rp 200.000.000,00  Rp 8.694 222,00
Terd~ga
Jumlah A Rp 467.496.459.832,45 Rp 454.583.523 152,00

Keuangan

Daerah

(Lernbaran

Daerah

Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

Kabupaten



B. Belanja

Langsung

a. Belanja Rp 140.539.331.712,05 Rp 129.382.920.866,00
Pegawai

b.  Belanja Rp 22].063.355.775,95 Rp 190.337.018.413,51
Barang dan
Jasa

c.  Belanja Rp 15$532.450.381,00 Rp 141.863.938997,43
Modal
Jumlah B R, 517.135.137.869,00 Rp 461.583.878.276,94
Jumlah A+ B Rp 984.631.597.701.,45 Rp 916.167.401.428,94
Surplus/ Rp (! 869209.444327 95) Rp (1743486 959.263.4-0)
[defisit)

3. Pernbiayaan

Uraian Anggaran Realisasi

a Pencrimaan Rp 103.053.751.074,95 Rp 103.171046. 156,95
Pernbiayaan

b Pengeluaran Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00
Pernbiayaan
Pernbiayaan Rp, 100.053.751.074,95 Rp 100.171.046.156,95
Netto
Sil.PA Rp 0,00 Rp 11.323202.562,"7-

Pasal2

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Larnpiran | Peraturan Bupati ini,

Pasal3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pesal 1 dirinci lebih lanjut kc dalam Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalarn Lampiran II Pcraturan Bupati ini

Pasal 5
Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah
Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pad a tanggal |& Agustus 2021

p
GK.A BARAT,

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 16 Agustus 202l

— —~|lIKf 4 s DAERAH
— — — —TI'NBANGI<A BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARA:TTAHUN 2021 NOMOR ~ SERI A




